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KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN
MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING DI
FILIPINA PADA TAHUN 2006-2014
ABSTRAK

Filipina telah menjadi negara sumber, transit, dan tujuan dari segala bentuk
kejahatan perdagangan manusia terutama untuk tujuan eksploitasi seksual atau
dikenal dengan sex trafficking. Dalam penanganannya, Filipina bekerjasama
dengan Indonesia dan Malaysia dimana keduanya memiliki perbatasan langsung
dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil
kerjasama Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam menangani kasus sex
trafficking pada tahun 2006-2014. Dalam menganalisis kerjasama tersebut
penelitian ini  menggunakan teori neoliberal institusionalisme dengan
menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis yaitu
melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini dapat diketahui
bahwa kerjasama yang dilakukan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia
memiliki dampak yang cukup besar dalam proses penanganan permasalahan
perdagangan manusia di Filipina. Adanya kerjasama diantara ketiga negara telah
meningkatkan kewaspadaan kemanan di wilayah perbatasan negara serta
memunculkan adanya peran masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah
dalam membantu memaksimalkan usaha tersebut. Melalui Trafficking In Person
report, Filipina menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang
menempati peringkat tertinggi dalam memenuhi standar minimum untuk
penghapusan perdagangan manusia.

Kata kunci : Filipina, Indonesia, Malaysia, Kerjasama, Sex Traffciking



THE COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
PHILIPPINES, INDONESIA AND MALAYSIA IN HANDLING SEX
TRAFFICKING CASES IN PHILIPPINES IN THE YEAR 2006-2014

ABSTRACT

The Philippines has become a source, transit, and destination of all forms of
human trafficking, especially for sexual exploitation or known as sex trafficking.
In handling the cases, Philippines is cooperated with Indonesia and Malaysia
where both of them have a direct border with the Philippines. This study aimed to
analyze the shape and result of cooperation between Philippines, Indonesia, and
Malaysia in handling sex trafficking cases in the year 2006-2014. In analyzing the
cooperation, this study using the theory of neoliberal institutionalism and also
using qualitative method with descriptive type-analytical techniques is through
interviews, and literature. In this study it can be seen that the cooperation
conducted by Philippines with Indonesia and Malaysia have a considerable impact
in the process of handling of trafficking problem in the Philippines. The
cooperation among the three countries had increased vigilance of security in the
border region and the country gave rise to the role of civil society and non-
governmental organizations in helping to maximize the business. Through the
Trafficking In Persons Report, the Philippines became the only country in
Southeast Asia that has the highest ranked in meeting the minimum standards for
the elimination of trafficking.

Keywords : Philippines, Indonesia, Malaysia, Sex Trafficking
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